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ABSTRAK 

 Pelayanan publik memiliki aspek yang multi dimensi. Pelayanan publik 

tidak hanya mampu dapat didekati dari satu aspek saja, misalnya aspek hukum 

maupun aspek politik, tetapi juga melindungi aspek ekonomi dan aspek sosial 

budaya secara integratif. Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan publik 

adalah sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang 

seharusnya. Maka bagaimana implementasi pelayanan publik di Dinas Penanaman 

Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) Kabupaten Sleman 

berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 dan faktor apa saja yang 

menghambat serta mendukung implementasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 

2009 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMPPT) 

Kabupaten Sleman.  

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris yaitu suatu metode 

penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan 

meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian 

hukum empiris dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta 

yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam segi pelayanan dan implementasi 

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik sudah baik, 

dalam segi fasilitas pun sudah memadai. Kemudian faktor yang menjadi pendukung 

yakni adanya aplikasi Jemput Bola serta fasilitas yang sangat memadai. Kemudian 

faktor penghambat yang sedikit siknifikan yakni dalam segi estimasi waktu dan 

kurangnya kesadaran masyarakat dalam melengkapi persyaratan-persyaratan dalam 

pengajuan proses izin. 

Kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mencapai 

pelayanan publik yang baik maka penulis mengacu pada 12 Indikator dalam Pasal 

4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kemudian 

saran penulis kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 

(DPMPPT) Kabupaten Sleman yakni dinas terkait segera menjalankan aplikasi 

pengurusan izin dengan media online dan memperjelaskan dengan jelas persyaratan 

kepengurusan izin kepada masyarakat. 
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